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1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 ten tang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II DiKalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 ten tang Metrologi
Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3193);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5492);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5512);

Mengingat

bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2019 tentang Retribusi
Pelayanan Tera/Tera Ulang, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2019 tentang Retribusi
Pelayanan Tera/ Tera Ulang;

Menimbang

BUPATITABALONG,

PETUNJUKPELAKSANAANPERATURANDAERAHKABUPATENTABALONG
NOMOR02 TAHUN2019 TENTANGRETRIBUSIPELAYANANTERA/ TERAULANO

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

TENTANG

BUPATITABAWNG
PROVINSIKALIMANTANSELATAN

PERATURANBUPATITABALONG
NOMOR d4 TAHUN2020

ISAUNAN



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (LembaranNegaraRepublikIndonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor
5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor2 Tahun 1985 tentang Wajib
dan Pembebasan Untuk Ditera dan/ atau Tera Ulang Serta
Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan
Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985Nomor4, Tambahan LembaranNegaraRepublik
Indonesia Nomor3283);

9. Peraturan PemerintahNomor2 Tahun 1989 tentang Standar
NasionalUntuk Satuan Ukuran;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor4020);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPerlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4126);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
NegeriNomor 13Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan
Keuangan Daerah (BeritaNegaraRepublik Indonesia Tahun
2011 Nomor310);

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
08/M.DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar,
Timbangdan PerlengkapannyayangWajibDitera dan Ditera
Ulang(BeritaNegaraRepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor
210);

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M.DAG/PER
/ 10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus
(BeritaNegaraRepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor698);

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69JM.DAG/PER
/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1150), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
95JM.DAGJPERJ11/2015 tentang Perubahan Atas

2



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.

Pasal1

BABI
KETENTUANUMUM

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURANBUPATI TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURANDAERAH KABUPATENTABALONGNOMOR 2
TAHUN2019 TENTANGRETRIBUSIPELAYANANTERA/ TERA
ULANG.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M.DAG/PER
/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1988);

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M.DAG/PER
/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018
tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018
ten tang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan
Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010 ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor
02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2017 Nomor 02);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor02);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor
02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor02);

23. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016
Nomor49);
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2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerab otonom.

3. KepalaDaerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan pemerintahan di bidang

Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Tabalong.
5. Unit Metrologi Legal yang selanjutnya disebut UMLadalab Unit Pelayanan

Metrologi Legal yang berada di bawah Dinas yang membidangi urusan
pemerintahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Tabalong.

6. Pejabat adalah Pegawaiyang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah
sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

7. Badan adalah perkumpulan orang danIatau modal yang merupakan kesatuan,
baikyang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yangmeliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara (BUMN),atau Badan Usaha milik Daerah (BUMD)dengan nama dan
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektifdan bentuk usaha tetap.

8. Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan,
penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi atas alat-alat ukur, takar, timbang
dan perlengkapannya.

9. Retribusi PelayananTera/Tera Ulangadalah biayayang dipungut atas jasa Tera/
Tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang
disediakan oleh Pemerintah Daerab untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan
umum.

10.Tera adalah menandai dengan tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau
memberikan keterangan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda
tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya
berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat UTIP yang baru atau belum
pemah dipakai.

11.TeraUlangadalah menandai berkala dengan tandatanda tera sab atau tera batal
yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda
tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, yang dilakukan oleh pegawai
pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan
atas alat UTIPyang telab pemab ditera.

12.Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat
UTIP adalah alat-alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran
kuantitas darr/atau kualitas untuk kepentingan umum, kepentingan usaha,
menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan atau upah, dan
menentukan produk akhir dalam perusahan melaksanakan peraturan
perundang-undangan.

13.Penera adalah PegawaiNegeriSipilyang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang
dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenanguntuk melakukan peneraan.

14.Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan
Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotongretribusi.

15.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagiWajibRetribusi untuk memanfaatkanjasa dan perizinan tertentu dari
Pemerintab Daerah.
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(1)Untuk memperoleh pelayanan Tera/Tera ulang di UMLatau di tempat UTTP
terpasang/ tertanam yang tidak mudah dipindahkan, wajib Retribusi wajib
mengajukan permohonan pelayanan iete] tera ulang ke UML.

(2) Tata cara penyampaian permohonan pelayanan Teraj Tera Ulang di UMLatau di
tempat UTTPberupa yang terpasang/fertanam yang tidak mudah dipindahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. Pemohon menyampaikan surat permohonan dan selanjutnya diserahkan

kepada Pelaksana Administrasi UML dengan dilampiri persyaratan yang
berlaku;

b. Pelaksana Administrasi UMLmemeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas
permohonan;

Pasal3

Bagian Kesatu
Tata Cara Penyampaian Permohonan

BABIII
TATACARAPELAKSANAANPELAYANANDANPEMUNGUTANRETRIBUSI

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2019
tentang Retribusi Pelayanan Teraj Tera Ulang.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan
efektifitas dan kualitas dalam pemberian pelayanan tete] tera ulang.

Pasa12

BAB II
MAKSUDDANTUJUAN

16. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah.

17. Surat Keterangan Hasil Pengujian yang selanjutnya disingkat SKHP adalah surat
ketetapan yang menyatakan UTIP yang diuji sesuai dengan ketentuan syarat
teknis.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRDadalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada
retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD,adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi danjatau sanksi administrasi berupa bunga
dan/ atau denda.

21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRDadalah sarana
atau media pembayaran yang dilakukan olehWajibRetribusi terhadap pungutan
retribusi daerah yang dikenakan.
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(1)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2)SKRDsebagaimanadimaksud pada ayat (1)ditandatangani olehkepalaUMLatas
nama KepalaDinas dan disampaikan kepada pemilikUTIP.

Pasa15

(1)Perhitungan Retribusi dihitung berdasarkan jenis pe1ayanantera/tera ulang di
UML/atau di tempat sidang dan pelayanan tera/fera ulang di tempat pakai atas
dasar permintaan pemilik/pemakai UTIP.

(2)Perhitungan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dibayar secara
langsung.

Pasal4

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

c. dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b belum
lengkap dan benar, maka Pelaksana Administrasi UMLakan mengembalikan
berkas dimaksud kepada pemohon;

d. dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b lengkap
dan benar, maka Pelaksana Administrasi UMLmelakukan pencatatan berkas
permohonan pada agenda surat masuk dan memberikan tanda terima kepada
pemohon;

e. Pelaksana Administrasi UMLmenyampaikan berkas permohonan yang telah
lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada huruf d ke UML;

f. Kepala UML/ pejabat yang berwenang menugaskan penera untuk
me1akukan Tera/ Tera Ulang;

g. Penera melakukan pelayanan Tet«] Tera Ulang terhadap UTIP yang dalam
kondisibersih dan siap uji serta hasil peneraan dituangkan dalamberita acara
yang ditanda tangani oleh penera dan diserahkan ke Kepala UML/ Pejabat
yang berwenang;

h. Staf Administrasi UML menyiapkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan serta membubuhkan paraf dan menyampaikan kepada
Bendahara Penerimaarr/ Bendahara Penerimaan Pembantu Retribusi untuk
ditanda tangani;

1. SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan diserahkan kepada pemohon
me1aluiPelaksanaAdministrasiUML;

j. Pemohon Membayar Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang sesuai dengan
SKRDatau Dokumen lain yang dipersamakan ke Bendahara Penerimaan/
Bendahara Penerimaan Pembantu retribusi, yang selanjutnya akan diberikan
SSRDoleh Bendahara Penerimaanj Bendahara Penerimaan Pembantu;

k. Dalam hal pemohon mengajukan penerbitan SKHP,maka penera membuat
konsep SKHPberdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf g
dan selanjutnya disampaikan kepada KepalaDinas; dan

1. Pemohon mengambil SKHPdengan menunjukkan Surat Setoran Retribusi
Daerah pada Pelaksana Administrasi UMLsetelah pelayanan Tera/ Tera
Ulang.

(3)Bagan alur penyampaian permohonan pelayanan Tera/ Tera ulang di UMLatau
ditempat UTIP terpasang/ tertanam yang tidak mudah dipindahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Keputusan Kepala
Dinas.
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(1)Wajibretribusi yang tidak atau kurang membayar Retribusi Pelayanan Tera/Tera
Ulang yang terutang, ditagih dengan menggunakan STRD.

(2)Penagihan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didahului dengan surat teguran.

(3)Tata cara penagihan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah diatur sebagai
berikut:

Pasal 7

Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan

(1)Pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang harus dilakukan
sekaligus.

(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di
Kas Umum Daerah melalui Bank yang ditunjuk atau di Bendahara
Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu yang telah ditetapkan oleh
Bupati, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhimya masa
Retribusi, dengan menggunakan SSRD.

(3) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu
pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.

(4) Apabila pembayaran masa Retribusi terutang dilakukan setelah jatuh tempo
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) setiap bulan
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(5) Hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.

(6) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran
IIIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

Pasal6

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran

BABIV
TATACARAPEMBAYARANDANPENAGIHANRETRIBUSI

(3)Bentuk dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah Kwitansi/Karcis.

(4)Besarnya Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang untuk sekali pembayaran dan
juga sebagai tanda bukti pelunasan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Daerah.

(5) Format SKRDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6)Format Kwitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
Lampiran IIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7



(1)Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan
dan pembebasan Retribusi kepada Bupati atau KepalaDinas atau Pejabat yang
ditunjuk paling lama 1 (satu) bulan sejak menerima Surat Pemberitahuan
Retribusi Terhutang/Surat Ketetapan Retribusi Daerah/Surat Ketetapan
Retribusi Daerah Kurang Bayar/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang
Bayar Tambahan/Burat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar/Burat
ketetapan RetribusiDaerah Nihil/Burat TagihanRetribusi Daerah.

(2)Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan
dan pembebasan Retribusi yang terutang kepada Bupatij Kepala SKPDatau
pejabat yang ditunjuk secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas dan melampirkan :
a. fotocopy Surat Setoran Retribusi Daerah yang telah disetujui oleh wajib

Retribusi;

PasallO

Atas permohonanWajibRetribusi, dapat diberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan dalam hal :
a. Wajib retribusi orang pribadi atau badan yang usahanya mengalami

hambatan dan kelesuan ekonomi sehingga penghasilannya menjadi menurun
drastis, yang dibuktikan;

b. Wajib retribusi orang pribadi atau badan yang mengalami musibah bencana
alam atau terjadi keadaan di luar kekuasaan WajibRetribusi; atau

c. Keadaan lain yang ditentukan oleh Keputusan Bupati

PasaI 9

(1)Atas permohonan wajibRetribusi, dapat dilakukan pemberian pengurangan dan
keringanan serta pembebasan pembayaran Retribusi.

(2)Pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diberikan maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Retribusi
yang terutang.

Pasal8

BABV
TATACARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASANRETRIBUSI

a. pengeluaran surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan paling lama 7 (tujuh)
hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran;

b. pemberian surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri
dengan STRD;

c. surat teguran sebagaimanadimaksud pada huruf a berisi tanggaljatuh tempo
penagihan pembayaran retrubisi; dan

d. surat teguran disampaikan oleh petugas yang ditunjuk.
(4)Wajihretribusi harus melunasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulangpaling lama

3 (tiga)hari kerja setelah diterimanya surat teguran.
(5) Format Format surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupatiini.

(6) Format STRDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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(1)UTTPyang dibebaskan dari tera ulang adalah :
a. UTTPyang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah

tangga; dan
b. UTTPmilikaset Pemerintah Daerah.

Pasal13

(1)Bupati atau KepalaDinas sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
diterimanya
surat permohonan, harus memberikan keputusan atas permohonan
pengurangan, keringanan dan penghapusan Retribusi yang diajukan Wajib
Retribusi.

(2)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan
sebagian atau mengabulkan seluruhnya atau menolak.

(3)Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Bupati/ Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengurangan, keringanan dan penghapusan Retribusi yang diajukan
dianggapdikabulkan.

Pasal12

(1)Kepala Dinas berwenang memberikan keputusan pengurangan, keringanan
dan penghapusan Retribusi dalam hal Retribusi yang terhutang paling
banyak Rp. 2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu rupiahs.

(2)Bupati berwenang memberikan keputusan pengurangan, keringanan dan
penghapusan Retribusi dalam hal Retribusi yang terhutang lebih dari
Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan
Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 11

b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Bim/Paspor/ ldentitas
lainnya;

c. bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengurangan,
keringanan dan penghapusan Retribusi yang terutang;

d. bukti pelunasan pembayaran Retribusi Daerah masa Retribusi/ tahun
Retribusi sebelumnya; dan

e. surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang/ Surat Ketetapan Retribusi
Daerahj Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar / Surat
Ketetapan Retribusi Kurang Bayar Tambahanj Surat Ketetapan Retribusi
Daerah Lebih Bayar / Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihilj Surat
Tagihan Retribusi Daerah.

(3)Permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan Retribusi Daerah
beserta sanksi administrasinya berlaku untuk satu jenis Retribusi dalam
masa dan tahun yang bersangkutan.

(4)Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat sebagaimana dirnaksud
pada ayat (2), Wajib Retribusi diberikan kesempatan selama 1 (satu) bulan
untuk melengkapi persyaratan dimaksud sejak diterimanya surat
permohonan.

(5)Dalam hal sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) terlampaui, permohonan
ditolak.
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(1)Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3
(tiga) tahun.

(2)Waktu penagihan kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak tanggal diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Pasal17

BAB VII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

YANG KEDALUWARSA

(1)Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan
dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.

(2)Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diterbitkan
bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

Pasal16

(1)Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah
dilakukan perhitungan, maka diterbitkan SKRDLBpaling lambat 1 (satu)
bulan sejak diterimanya permohonan pengembaliankelebihan pembayaran.

(2)Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan
kepada Wajib Retribusi paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya
SKRDLB.

Pasal15

(1)Wajib Retribusi hams mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Bupati melalui Kepala Dinas untuk perhitungan pengembalian kelebihan
pembayaran Retribusi.

(2)Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan
pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu
dengan utang Retribusi danf atau sanksi administrasi berupa bunga.

(3)Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas
kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran
Retribusi selanjutnya.

Pasal14

BABVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

(2)UTTPsebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib diuji pertama kalinya.

(3)Untuk memperoleh pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pemilik atau pemakai UTTP yang bersangkutan hams mengajukan
permohonan tertulis kepada Bupati atau Dinas danfatau instansi
yang berwenang.
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BERITADAERAH KABUPATEN TABALONGTAHUN 2020 NOMOR 04

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

SEKRETARISDAERAH KABUPATENTABALONG, . ,
._ • 1

Diundangkan di Tanjung .
pada tanggal /0 h6r\A!l"~ Ao~.

ANANGSYAKHFIANI
AJ.I

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal /0 ~,.VtI,.i ~2J:J

~BUPATITAqALONG.~

ttd

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasa120

BABIX
KETENTUANPENUTUP

Semua pembiayaan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada
APBD.

Pasal19

BAB VIII
PEMBIAYAAN

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan oleh Bupati.

(2) Setiap tahun Kepala Dinas menyusun daftar nominatif piutang retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (I).

(3) Kepala Dinas mengajukan pennohonan penghapusan Piutang Retribusi
disertai dengan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada Bupati disertai dengan alasan dan keterangan waktu penagihan.

(4) Bupati menetapkan penghapusan piutang Retribusi berdasarkan daftar
nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan sebagai
dasar penghitungan potensi penerimaan Retribusi Tahun Anggaran
berikutnya.

Pasal18
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------- -- ---- ---- -- -- -- -- --- --- ---

ANANG SYAKHFIANI
W

/

BUPATI TABALONG,y

~t:d .'

Logo SKRD
SKPD (SURATKETETAPANRETRIBUSIDAERAH) No.
Alamat Urut

Tahun:

NO. Jews UTIP Jml Nilai Jumlah Keterangan
Retribusi Nilai

Retribusi

Jumlah Keseluruhan Rp.................................................................................

Dengan huruf (................................................................................................. )

Petugas Pemungut, Tanjung,.......................................
A.n. Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Tabalong,

....................................
.................................

Perhatian :
1. Dasar :- Perda Kab. Tabalong Nomor 02 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan

Tera/Tera Ulang.
- Perbup Nomor........... Tahun ........... tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2019 tentang
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

2. Pembayaran dilakukan oleh wajib retribusi pada petugas pemungut dengan
menggunakan SKRD, selanjutnya disetorkan ke }{as Daerah melalui Bc:ndahara
Penerimaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong dengan
menggunakan SSRD.

Bentuk dan lsi Surat Ketetapan Retribusi Daerah

LAMPIRAN I
PERATURANBUPATI TABALONG
NOMOR 04 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TABAWNG NOMOR 02 TAHUN 2019
TENTANG RETRIBUSI PELAYANANTERA/ TERA ULANG
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B. Umum
1. Formulir Tanda Bukti Pembayaran digunakan sebagai sarana atau media

pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak Retribusi atau pungutan
retribusi daerah yang dikenakan.

2. Formulir dicetak rangkap 3 (tiga)
Lembar ke- 1 untuk Wajib Retribusi yang bersangkutan
Lembar ke- 1 untuk Bendahara Penerima SKPD
Lembar ke- 1 untuk Arsip.

Tata Cara Pengisian :

Logo PEMERINTAHKABUPATENTABALONG
SKPD TANDABUKTI PEMBAYARAN
Alamat NOMOR BUKTI ............
BENDAHARAPENERlMA
UNITMETROLOGI LEGAL
Telah Menerima uang sebesar Rp. ..........................
Terbilang ..................................................................

Nama
NPWRD ·
Alamat ·
SebagaiPembayaran ·
NO. KODE REKENING URAIANRINCIAN JUMLAH (Rp)

OBJEK

JUMLAH

Tanggal diterima uang :

Bendahara Penerimaan Pembayaran / Penyetoran

................................... ...................................

A.Kwitansi/ Tanda Bukti Pembayaran Retribusi

Bentuk, lsi buku dan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi
Pelayanan Tera / Tera Ulang

LAMPlRANII
PERATURANBUPATI TABALONG
NOMOR ~4 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAANPERATURANDAERAH
KABUPATENTABALONGNOMOR 02 TAHUN 2019
TENTANGRETRIBUSI PELAYANANTERA/ TERA ULANG
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/

BUPATI TABALONG, "f
rtd

ANANGSYAKHFIAN1-'t t.
hi

Log PEMERINTAHKABUPATENTABALONG
SKPD BUKUPENERIMAANRETRIBUSIPELAYANANTERA/TERA
Alarnat ULANGNOMORBUKTI............

Bulan .. ........................................
NO. HARI/ TANGGAL OBJEK RETRIBUSI SETORANRETRIBUSI

(Rp)
1.
2.
3.
4.
5.
dst.

Bendahara Penerima

Nama .................................
NIP.................................

D. Buku Penerimaan Retribusi

3. Pengisian tabel kode rekening dan jumlahnya
Kolom 1 diisi kode rekening sesuai dengan pungutan retribusi daerah
Kolom 2 diisi jumlah pembayaran distore

4. Pengisian Pengesahan
Tanggal diterima uang Diisi tanggal diterima bayar
Pembayar / penyetor Diisi nama pembayar atau penyetor

wajib retribusi
Bendahara Penerima Diisi nama bendahara penerima dari

SKPDbersangkutan

Sebagai Pembayaran

Alamat

NPWRD

Diisi dengan huruf jumlah uang
yang diterima
Diisi nama wajib retribusiJ usaha
yang bersangkutan
Diisi Nomor Pokok Wajib Retribusi
Daerah
Diisi Alamat wajib retribusi daerah/
usaha yang bersangkutan
Diisi uraian pembayaran yang
memuatkan nama jenis pungutan
retribusi daerah dan masa
pembayaran.

Nama

Terbilang

Diiisi bukti pembayaran sesuai
dengan nomor register
Diisi besamya jumlah uang yang
telah diterima

2. Pengisian Pembayaran
Rp ..

C. Petunjuk Pengisian :
1. Pengisian Judul Tanda Bukti
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1. Formulir SSRD digunakan sebagai sarana atau media pembayaran yang
dilakukan oleh Wajib Retribusi atau pungutan retribusi daerah yang
dikenakan.

2. Formulir dicetak rangkap 3 (tiga)
Lembar ke- 1 untuk pembayaran / penyetoran / pihak ketiga
Lembar ke- 1 untuk Bendahara penerima/ Bendahara pembantu
Lembar ke- 1 untuk Arsip.

Tata Cara Pengisian :

Log SSRD
SKPD (SURATSETORANRETRIBUSIDAERAH)
Alamat Tahun .......

NPWRD .. .....................
1. Nama Wajib Retribusi
2. Alamat .
3. Nama Objek Retribusi
4. Setoran (beri tanda " pada salah satu kotak di bawah ini)D Masa : Bulan: .... .......... Tahun :.................

D SKRDKB No.

D SKRDKBT No.

D STRD . No.

D ...................... . ........................................................
5. Besar Setoran

No Kode Rekenin_g_ Uraian Jumlah

Jumlah
Terbilang : .............................................................................

Ruang Teraan Mesin Diterima oleh : Tabalong, ..............
Kas Petugas Tempat Penyetor

Register / Tanda Pembayaran
Tangan

Petugas Penerima

Tanda Tangan :
Nama Jelas ....................

Lembar asli · Untuk pembayaran / Penyetoran / Pihak Ketiga
Salinan 1 · Untuk bendahara penerima / bendahara pembantu
Salinan 2 · Arsip

Bentuk dan lsi Surat Setoran Retribusi Daerah

LAMPIRAN III
PERATURANBUPATI TABALONG
NOMOR dq TAHUN2020
TENTANG
PETUNJUKPELAKSANAANPERATURANDAERAH
KABUPATENTABALONGNOMOR02 TAHUN2019
TENTANGRETRIBUSIPELAYANANTERA/ TERAULANG
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ANANG SYAKHFIANI
0/

/ BUPATITABAWNG,1
ttd

Diisi tanggal, bulan dan tahun
terima penyetoran
Diisinama penyetoran

Diisi dengan pengecapan register
penyetor
Diisi nama petugas tempat yang
menerima pembayaran

dengan

16

----------- -

Pengisian Pengesahan Ruang
Teraan Mesin
Kas Register / Tanda Tangan
Petugas Penerima
Diterima oleh
Tabalong

*

*

*

Setoran*

Nama objek retribusi*

Alamat*

Namawajib retribusi*

Terbilang*

Pengisian Pembayaran NPWRD

3. Petunjuk Pengisian :
* Pengisian Judul Tanda Bukti Diiisi tahun pembayaran yang

disetorkan
Diisi Nomor PokokWajibRetribusi
Daerah
Diisi dengan huruf jumlah uang
yang diterima
Diisi nama wajib retribusi
daerah/usaha yang bersangkutan
Diisi Alamat wajib retribusi
daerah/ usaha yang
bersangkutan
Diisi nama objek retribusi yang
bersangkutan
Diceklist sesuai
peruntukan penyetoran

Pengisian tabel kode rekening dan jumlahnya
- Kolom1 diisi nomor urut penyetoran
- Kolom2 diisi kode rekening sesuai jenis pungutan retribusi daerah
- Kolom3 diisi uraian penyetoran yang dilakukan
- Kolom4 diisi jumlah pembayaran yang disetor
Terbilang Ditulis besarnya jumlah penyetor

dalam bentuk huruf



Kepala Dinas .

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2019
tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang maka dengan ini UMLKabupaten
Tabalong memberikan surat peringatan pertama dengan ketentuan jika dalam
kurun waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat peringatan pertama (SP-
1) saudara tidak melakukan pembayaran atas retribusi terutang maka akan
dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi
yang terutang atau kurang bayar.

Demikian surat peringan peringatan ini dikeluarkan untuk dapat dijadikan
bahan perhatian.

No. Jenis Retribusi Tahun Tanggal Jumlah
Jatuh Tempo Tagihan (Rp.)

1.
dst

Jumlah

Surat ini dikeluarkan sehubungan dengan adanya Retribusi terutang atau
kurang bayar atas pengujian Tera / Tera ulang yang telah dilaksanakan
UMLKabupaten Tabalong terhadap pengguna jasa sebagai berikut :

SURATPERINGATANPERTAMA(SP-I)
Nomor: .

KOPNASKAHDINAS

LAMPIRANIV
PERATURANBUPATITABALONG
NOMOR 04 TAHUN2020
TENTANG
PETUNJUKPELAKSANAANPERATURANDAERAH
KABUPATENTABALONGNOMOR02 TAHUN2019
TENTANGRETRIBUSIPELAYANANTERA/ TERAULANG

BENTUKSURATTEGURAN/SURATPERINGATAN
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( )

Tabalong, .
Yang Menerima

NPWRD
Nama
Alamat

No. STRD : .
G . disi... unting 181n1. .

Nama .
NIP .

Tabalong, .
Kepala SKPD

PERHATIAN:

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima atau Kas
Daerah.

2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling
lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2 % perbulan.

Terbilang

Rp .

2. Dari penelitian dan/ atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan
jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:
1. Retribusi yang kurang dibayar
2. Sanksi Administrasi

a. Bunga
b. Denda

3. Jumlah yang masih harus dibayar

1. Berdasarkan Pasal Peraturan Bupati Tabalong Nomor Tahun
2019 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2019 tentang
Retribusi Pelayanan Teral Tera Ulang, telah dilakukan penelitian dan/ atau
pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :
Kode Rekening
Uraian Kegiatan

NPWRD
NAMA
ALAMAT
Tanggal Jatuh
Tempo

SURAT TAGIHANRETRIBUSI DAERAHLogo SKPD
Alamat

NO.URUT

Bentuk, lsi dan Tata Cara Pengisian STRD
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J BUPATITAB~~G, If
ttd

WANANGSYAKHFIANIX, It..

NIP .

Kepala SKPD

Diisi tempat, hari, bulan dan tahun
dikeluarkan Surat Ketetapan
Retribusi Daerah
Diisi Kepala SKPD
Diisi Nama Pejabat
Diisi NIP

4. Pengisian Pengesahan
Tabalong, .

Jumlah yang masih harus
dibayar
Terbilang

Denda

Diisi besarnya bunga yang
dikenakan dalam tagihan
Oiisi besamya denda yang
dikenakan
Diisi jumlah yang masih harus
dibayar atau disetor
Oiisi dengan bilangan atau huruf
besamya ketetapan retribusi daerah

Sanksi Administrasi
Bunga

Retribusi yang kurang dibayar

Uraian Rekening

tempo
retribusi

Alamat
Tanggal Jatuh Tempo

Nama

yangMasa Retribusi

Dillsi bukti pembayaran sesuai
dengan nomor register
Diisi masa retribusi
bersangkutan

Tahun Retribusi Diisi tahun retribusi
2. Pengisian Identitas Wajih Retrihusi

NPWRD Oiisi Nomor Pokok Wajib Retribusi
Oaerah
Oiisi nama wajib retribusi yang
dikenakan tagihan retribusi daerah
Oiisi alamat wajih retribusi
Diisi tanggal jatuh
pembayaran tagihan
daerah

3. Pengisian Ketetapan Retribusi Daerah dan jumlahnya
Kode Rekening Oiisi jenis kode rekening yang

ditagih
Diisi uraian jenis rekening yang
ditagih
Diisi besarnya jumlah retribusi yang
kurang bayar

3. Petunjuk Pengisian :
1. Pengisian Judul Nomor

1. Formulir STRD digunakan sebagai sarana atau media untuk menerbitkan surat
tagihan retribusi.

2. Formulir dicetak rangkap 2 (dua)
- Lembar ke- 1 untuk Wajib Retribusi yang bersangkutan
- Lembar ke- 2 untuk SKPD

Tata Cara Pengisian ;
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